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ABSTRAK 

PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO PERSPEKTIF UU 

NOMOR 41 TAHUN 2004 

Oleh: 

SRI WAHYUNI 

 

 

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian  yang peneliti lakukan terhadap 

Pengelolaan Aset Wakaf Di Kota Metro Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004. 

Penelitian ini berangkat dari pengelolaan wakaf yang ada di kota Metro, 

khususnya dalam pengelolaan aset wakaf. Banyak sebagian masyarakat ksususnya 

umat Islam sering menilai bahwa wakaf hanya digunaka sebagia tempat ibadah 

dan makam saja.  

Kementrian Agama sebagai pusat dari pengelolaan aset wakaf di Kota 

Metro yang memiliki 5 kecamatan yakni kecamatan Metro Barat, kecamatan 

Metro Timur, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan 

Metro Pusat. Adapun wakaf yang dikelola oleh beberapa kecamatan bila dijumlah 

keseluruhan aset wakaf mencapai 205 aset wakaf. Dari laporan yang diterima oleh 

kementrian agama pengelolaan aset wakaf di Kota Metro sebagian telah dikelola 

secara produktif yang disalurkan melalui yayasan. Contoh salah satu pengelolaan 

aset wakaf di Kota Metro yang sudah baik pengelolaannya ialah wakaf yang 

berada di Ganjaragung dikelolala oleh yayasan Nurul Huda. Sebagai lembaga 

sosial masyarakat yayasan Nurul Huda memiliki kesamaan fungsi dan peran 

dengan lembaga amil zakat , oleh karena itu yayasan tersebut harus didorong agar 

mampu berperan secara profesional menjadi yayasan pengelola wakaf yang 

mapan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), bersifat deskriptif kualitatif, maksudnya memaparkan data-data yang 

ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang 

benar dan akurat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Hasil analisis pengelolaan aset wakaf di Kota Metro yang dilakukan peneliti pada, 

Kantor Urusan Agama (KUA), Kementrian Agama Kota Metro, dan hasil dari 

lapangan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset wakaf di Kota Metro sudah 

baik dalam menjalankan fungsinya. Sebagai pengelola wakaf konsumtif Nazhir 

Masjid Baiturrahman 1 sudah benar. Dan yayasan Nurul Huda sebagai pengelola 

aset wakaf produktif telah memberdayakan empat unsur yaitu petani, guru, 

pekerja lepas (pemelihara masjd), risma dan rismawati. Pelaksanaan pengelolaan 

wakaf produktif oleh Yayasan Nurul Huda Ganjaragung telah memberikan 

sumbangan untuk menngkatkan kesejahteraan umat. 
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MOTTO 

 

بِ  بفَانبِ   فَ بِ فَ يِّ ذيِّبِ ا تكُفَ بيِّبِكُمفَ ٓءبِ رفَ الَفَ   ١٣ءفَ

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan” 

 

نوُاْ عفَلفَى  لَفَ تفَعفَاوفَ بِ لۡإِ بِ وفَ نبِ  وفَ   ٱلۡإِ وفَ  عُ لۡإِ
فَ    تتَّ وُاْ وفَ   ٱلۡإِ فَ إبِنتَّ   ٱتَّ ي ُ   ٱتَّ عبِ فَاابِ شفَ بِ   ٢  ٱلۡإِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Problematika sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, wakaf sebagai 

salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan 

ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Wakaf tidak 

semata-mata sebagai ibadah yang mendapat ganjaran dari Allah SWT tetapi 

juga memiliki nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas. 

Definisi wakaf secara etimologi tersebut bermakna menghentikan 

segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (menjual, 

mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan 

agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf.
1
 

Dalam peristilahan syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis 

pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jenis menahan (pemilikan) 

asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.
2
 

Secara umum peruntukkan wakaf di Indonesia saat ini pada 

kenyataannya lebih banyak diarahkan untuk ibadah khusus. Dari segi 

bentuknya, wakaf yang ada pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak 

dan tidak dikelola secara produkif dalam arti digunakan untuk pendirian 

masjid, mushola, pondok pesantren, sekolah makam dan sebagainya. Hal ini 

dapat dimaklumi karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat 

                                                           
1
 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, (STAIN Jurai Siwo Metro 

Lampung, 2014), h. 5 
2
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , 

Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, h. 1 



2 
 

Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan 

maupun peruntukannya. 

Sistem pengelolaan wakaf adalah salah satu aspek penting dalam 

pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Jika dalam paradigma 

lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan 

keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf 

lebih menitiberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa 

kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Dalam upaya dan 

pemberdayaan tanah wakaf, maka peran nazhir sangat menentukan. 

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Nazhir 

adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan 

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3
  

Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam 

pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan 

masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum 

dikelola secara baik dari pencatatan dana faktual, wakaf yang telah terdaftar 

baik itu produktif maupun yang belum produktif dan bagaimana tujuan wakif 

itu sendiri khususnya di Indonesia. 

Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di 

Indonesia menentukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama, dan 

masyarakat. Pengelolaan wakaf harus diserahkan kepada orang atau badan 

                                                           
3
 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, h. 52 
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khusus yang memepunyai kompetensi memadai untuk mengelola secara 

profesional,dan amanah agar mendapatkan hasil yang optimal.  

Wakaf yang diberikan kepada mauquf alaih’ akan berperan sebagai 

pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dilaksanakan pada kegiatan 

produksi. Pendayagunaan wakaf produktif sesungguhnya mempunyai konsep 

perencanaan, dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab 

kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan pekerjaan, 

perlu adannya perencanaan dalam pengelolaan aset wakaf.  

Terkait dengan persoalaan wakaf , pemerintah memberikan perhatian 

yang sangat serius dengan mengeluarkan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
4
  

 Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

mengamanatkan tugas pengelolaaan wakaf ini kepada lembaga yang disebut 

Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai 

berikut : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan 

nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia”.
5
 Dalam upaya pengelolaan wakaf 

peran nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk 

mengelola wakaf. Nazhir : dalam UU ini meliputi: perseorangan, organisasi 

dan badan hukum.
6
 

                                                           
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun  2004 tentang wakaf, pasal 5 ayat 

1 
5
 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Komplasi Hukum Islam, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 

2009), h. 129 
6
 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, h. 24 
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Di indonesia wakaf sesungguhnya sangat besar pada tahun 200, 

menurut data depag yang diperkuat oleh CSRC (Centre for the Religion and 

Research), aset wakaf diseluruh indonesia mencapai 362.471 lokasi dengan 

total nilai sekitar 41.374 lokasi. Dengan demikian jumlah jumlah tanah wakaf 

tiga tahun kemudian menjadi 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672 M2. Dari 

jumlah itu 75% bersertifikat wakaf, dan 10% berpotensi ekonomi tinggi.
7
 

Dari hasil survei melalui data yang diperoleh dari Kementrian Agama 

Kota Metro, tanah wakaf yang ada di beberapa Kecamatan Kota Metro  cukup 

potensial. Kota metro memiliki 5 kecamatan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan objek penelitian  wakaf  di Metro Barat, dengan fokus 

penelitian yang berada di Kelurahan Mulyojati Metro Barat dan Ganjaragung. 

Dengan luas tanah 1.270 berdiri Masjid Baiturrahman 1 yang berada di 

kelurahan mulyojati kecamatan Metro Barat disebut wakaf konsumtif
8
 dan 

yayasan Nurul Huda. Yayasan Nurul Huda tidak hanya mendirikan masjid 

saja, akan tetapi yayasan ini mendirikan usaha di beberapa pekarangan dan 

hasilnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. 

Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah akan tetapi memiliki aset 

dalam bentuk tanah pekarangan, persawahann, dan pertokoan.
9
   

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana  

pola pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Kota Metro perspektif 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selanjutnya dari uraian tersebut 

menjadi alasan yang mendorong peneliti untuk menyusun skripsi yang 
                                                           

7
 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, h. 42 

8
 Warsikan, Pengurus masjid baiturrahman 1, wawancara, 15 juni 2017 

9
 Dokumentasi Wakaf  kementrian Agama Kota Metro Berupa Laporan  
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berjudul “PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO 

PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004” 

B. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan aset wakaf di Kota Metro perspektif 

UU Nomor 41 tahun 2004? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Pengelolaan Aset Wakaf Di Kota Metro Perspektif UU 

Nomor 41 Tahun 2004. 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

menambah wawasan mengenai pengelolaan wakaf. 

b. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan masukkan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, dan 

masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui dan memahami  

tentang pengelolaan wakaf. 

D. Penelitian Relevan 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara sistematis mengenai 

hasil penelitian relevan tentang persoalan yang akan dikaji. Untuk itu tinjauan 

kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan pada bagian ini.  
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1. Akhmad Fahrudin (0216223) “Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 

dalam Perspektif Hukum Islam” Mahasiswa Jurusan Syari'ah Prodi 

Ahwal Al-Syakhsiyyah, STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2007. 

Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan wakaf dalam wacana UU 

No.41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam. Kesimpulannya yaitu subjek 

hukum wakaf, objek wakaf dan prosedur hukum wakaf tidaklah 

bertentangan dengan kondisi (perubahan) wakaf pada saat ini. Dimana 

wakaf saat ini lebih menekankan pada peranan keagamaan yang memiliki 

potensi dan manfaat untuk mengelola secara efektif dan efesien. Tujuan 

akhirnya untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum 

yang tidak bertentangan dengan syariah.
10

 

2. Miftahul Bariyah (0950774) “Wakaf Produktif Sebagai Sarana 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Study Kasus Masjid Al-Furqon 

Bandar Lampung)” mahasiswa jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah, 

STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2014. Penelitan ini lebih ditekankan 

pada wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah wakaf yang berada di Masjid Al-

Furqon Bandar Lampung tidak hanya menjadi beban masyarakat tapi, 

sudah produktif karena sesuai dengan teori wakaf produktif, undang-

undang perwakafan serta ajaran tentang wakaf yang rasullah ajarkan, dan 

                                                           
10

 Akhmad Fahrudin, “Wakaf Menurut Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Dalam 

Persfektif Hukum Islam”, (STAIN Metro, 2007) 
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telah memberdayakan ekonomi masyarakat disekitar kompleks masjid Al-

Furqan.
11

 

3. Siti fatimah (0733103) “Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Study Kasus Bank Syariah Mandiri 

(BSM) Kantor Cabang (KC) Metro)” mahasiswa Jurusan Syari'ah Prodi 

Ahwal Al-Syakhsiyyah, STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2012. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah membahas tentang wakaf 

uang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Bank Syariah(BSM) KC 

Metro sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang 

sebagaimana telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), hal 

tersebut dipertegas dengan surat edaran operasi dari BSM pusat. Tentang 

penerimaan wakaf uang nazhir badan wakaf indonesia telah 

mempersiapkan untuk dapat menerima amanat UU Nomor 41 Tahun 2004. 

Dalam implementasi atau pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri (BSM) 

Kantor Cabang (KC) Metro yang pada hakikatnya telah siap menerima 

wakaf uang namun hingga saat ini belum ada yang mewakafkan uang di 

BSM. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi mengenai wakaf uang dari 

pihak bsm serta belum mengumumkan kepada publikakan kebaradaannya 

sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Sehingga dalam 

pelaksanaannya dari diundangkannya undang-undang nomor 41 tahun 

2004 tentang wakaf PP. Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, 

fatwa MUI tentang kebolehan wakafuang peraturan Menteri Agama 

                                                           
11

 Miftahul Bariyah, “Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat (Study Kasus Masjid Al-Furqan Bandar Lampung)”, STAIN METRO 2014. 



8 
 

 
 

Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran 

wakaf uang. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang 

pedoman, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak 

berupa uang.
12

 

Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

berbeda,walaupun memeiliki fokus kajian yang sama. Pada penelitian yang 

sebelumnya Akhmad Fahrudin mengangkat judul Wakaf Menurut UU No. 

41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam. Pada penelitian tersebut 

Akhmad Fahrudin lebih menekankan pada Wakaf perpektif hukum Islam. 

Selanjutnya Miftahul Bariyah mengenai Wakaf Produktif Sebagai 

Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat , pada penelitian tersebut 

fokus pada wakaf produktif sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji 

oleh peneliti  adalah sama-sama membahas mengenai wakaf akan tetapi, 

dalam penelitian yang dikaji oleh penelti ini lebih ditekankan pada 

pengelolaan aset  wakaf di Kota Metro Perpektif Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan Siti Fatimah adalah harta benda benda yang di wakafkan. 

Jika peneliti sebelumnya lebih menekankan pada kajian wakaf uang 

menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, maka peneliti lebih 

                                                           
12

 Siti fatimah  “Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 (Study Kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro)”, 

(STAIN Metro 2012) 
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mengkaji aset yang dikelola oleh nazhir baik dari wakaf produktif maupun 

konsumtif. Persamaan antara penelitian yang dilakukakan peneliti dengan 

Siti fatimah ialah sama-sama mengkaji wakaf dalam perspektif UU N0mor 

41 tahun 2004. 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa Arab “waqafa”. Asal 

kata “waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” 

atau tetap berdiri”.
13

 Beberapa ahli berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan wakaf menurut istilah sehingga mereka berbeda pula 

dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Abd. Shomad 

menyimpulkan bahwa “Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah 

(tidak dilarang syara’) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan 

Allah SWT.
14

 

Definisi wakaf secara etimologi tersebut bermakna menghentikan 

segala aktifitas yang ada mulanya di perbolehkan terhadap harta (menjual, 

mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh. Kecuali untuk 

kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf.
15

 

Secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal 

                                                           
13

 Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , 

Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, Fiqih Wakaf, h. 1 
14

 Abd. Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Perada Media Grup, 2012), h. 357 
15

 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, (STAIN Jurai Siwo Metro 

Lampung, 2014), h. 5 
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(tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.
16

 Menurut 

Siah Khosyi’ah “secara umum pemenfaatan wakaf untuk dipergunakan 

oleh penerima wakaf, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Oleh 

sebab itu, pada dasarnya benda wakaf seperti sebidang tanah tidak boleh 

dijual, di warisi, dan diberikan kepada orang lain hal itu untuk menjaga 

kemaslahatan.
17

 

Jika wakaf berupa mushaf Al-Quran dan buku, menggunakannya 

dengan dibaca.
18

 Wakaf berupa tanah pertanian harus dipergunakan untuk 

menanam, baik dengan cara mengupahi orang maupun dengan 

musyarokah (paron) yang hasilnya dibagi bersama.
19

 Dalam Undang-

Undang nomor41 tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan dua macam objek 

wakaf yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. 

Wakaf benda bergerak meliputi air, bahan bakar minyak, dan kendaraan. 

“Para pakar fiqih menetapkan bahwa objek wakaf tdak habis sekali pakai, 

sementara air dan bahan bakar minyak habis sekali pakai. 
20

 

Berdasarkan subtansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua 

macam: 

a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang memberi pelayanan 

langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid yang 

disediakan sebagai shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk 

                                                           
16

 Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , 

Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, Paradigma Baru Wakaf,  h. 1 
17

 Siah Khosyi’ah, Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangan Di 

Indonesia, (Bandung: pustaka setia, 2010), h. 77 
18

 Ibid,.  
19

 Ibid,. 
20

 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 96 
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tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang 

sakit secara cuma-cuma
21

 atau lebih dikenal dengan wakaf 

konsumtif. 

b. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk 

kepentingn produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, 

perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda 

wakaf secara langsung.
22

 

Dalam semangat wakaf produktif, aspek ekonomi dari wakaf air 

dan bahan bakar minyak adalah bahwa air (termasuk di Indonesia) sudah 

termasuk komoditas (objek bisnis). Oleh karena itu, aspek manfaat 

ekonomi dari wakaf sumur air dapat dilakukak dengan cara menjual, 

menghibahkan, menyedekahkan airnya.
23

 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Allah telah mensyari’atkan wakaf, menganjurkannya dan 

menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada –

Nya. Dari beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar adanya wakaf 

diantaranya adalah: 

Allah SWT Berfirman dalam surat Ali-‘Imron ayat 92 

                            

      

 

                                                           
21

 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, h.13 
22

 Ibid,. 
23

 Siah Khosyi’ah, Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangan Di 

Indonesia, h.77 
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Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu 

cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya”
24

 

 

Surat Al-Baqarah ayat 261 juga menjelesakan mengenai wakaf 

 

                            

                           

 

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”
25

 

 

                        

                  

 

Artinya: “Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang 

menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai 

berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat 

penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak 

jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji 

kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-

Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”.(Q.S. An-Nahl 

ayat 97)
26

 

 
B. Hukum Wakaf  di Indonesia 

Peraturan pemerintah sebelum peraturan pemerintah nomor 28 tahun 

1977 sudah dilakukan sejak masa pemerintahan kolonl Belanda. Hal ini 

                                                           
24

 QS. Al-‘Imron (3): 92 
25

 QS. Al-‘Imron (3): 261 
26

 QS. An-Nahl (16): 92 
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sangat beralasan , mengingat umat Islam di Indonesia telah melaksanakan 

sejak masuknya Islam di Indonesia. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

Diterbitkannya PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah 

milik yang di sahkan presiden pada tanggal 17 mei 1977.
27

 Merumuskan 

penertian wakaf  yaitu “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum 

yang memisahkan sebagian harta yang berupa tanah milik yang 

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan 

atau keperluan umum sesuai dengan ajaran agama islam.
28

 Dalam PP No. 

28/1977 tersebut hanyalah wakaf sosial yaitu untuk umum atas tanah 

milik.
29

 

Mengenai objek wakaf tanah milik diatur dalam pasal 4 PP No. 

28/1977: “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,haus merupakan tanah 

hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, 

sitaan, dan perkara.
30

 

2. Kompilasi Hukum Islam  

Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan pasal 215 ayat (1) 

kompilasi hukum islam: “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang 

atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian  

dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya 

                                                           
27

 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, h.17 
28

 Ibid, h. 18 
29

 Ibid,. 
30

 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 Pasal 4 tentang perwakafan tanah milik 
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guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran Islam”.
31

 

Yang menjadi objek wakaf dijelaskan dalam pasal 215 ayat (4), 

“benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak 

bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak sekali pakai dalam 

ajaran Islam.” Berkaitan dengan objek wakaf menurut pasal 215 ayat 

4 tersebut, maka tidak terbatas tanah atau benda tidak bergerak, akan 

tetapi termasuk benda bergerak dengan catatan tidak hanya sekali 

pakai.
 32

 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf merupakan fase dimana perwakafan di Indonesia telah 

memiliki perartutan yang lebih komprehensif, detail dal lebih jelas. 

Rumusan pengertian wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004 “wakaf 

adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah.
33

 Pada BAB V pasal 42 nazhir wajib mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 

peruntukannya
34

. Pada pasal 43 nazhir wajib mengelola dan 

                                                           
31

 Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
32

Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam 
33

 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, h. 23 
34

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 
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mengembangkan harta benda wakaf yang dimaksud dalam pasal 42 

dilaksanakan sesuai prinsip syariah.
35

  

C. Rukun Dan Syarat Wakaf 

1. Rukun-rukun wakaf adalah sebagai berikut: 

a. Adanya wakif atau orang yang berwakaf; 

Adapun syarat-syarat menurut pasal 217 KHI yaitu: 

Badan-badan hukum indonesia dan orang atau orang-orang lebih 

dewas dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk 

melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat 

mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
36

 

b. Adanya harta yang diwakafkan (mauquf); 

Syarat-syarat bagi suatu (barang) yang diwakafkan ialah bahwa harta 

wakaf merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (wakif) 

dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf juga dapat berupa uang 

untuk dimodalkan, berupa saham, dan berupa apa saja yang lainnya. 

c. Adanya tujan yang diniatkan (mauquf ‘alaih); 

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu 

menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta tersebut untuk menolong 

keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau fakir miskin, atau 

untuk kepentingan umum. “Maukuf ‘Alaih menurut jumhur ulama 

dalam buku Suhairi hendaknya bukan merupakan diri pribadi wakif 

                                                           
35

 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1) 
36

 Buku III Hukum Perwakafan Pasal 217 Kompilasi Hukum Islam 
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sendiri. disebabkan wakaf adalah menghilangkan kepemilikan seperti 

halnya jual beli dan hibah,sehingga tidak sah mewakafkan sesuatu 

untuk didri sendiri.
37

 

d. Adanya akad wakaf (shighat)
 38

 

Secara umum, pengertian akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan 

untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang 

atau lebih, sehingga terhindar dari sautu ikatan yang tidak berdasarkan 

syara’.
39

  Akad wakaf akan berlaku terhadap sesuuatu dengan adanya 

perkataan wakaf pemiliknya, dikarenakan wakaf merupakan bentuk 

penghilangan kepemilikkan sehingga tidak diperlukan lafal qabul 

(penerimaan).
40

 

Syarat-syarat perwakafan berkaitan dengan hal-hal berikut: 

a. Wakif dengan syarat sebagai berikut: 

1) Merdeka (bukan budak) 

2) Sempurna akalnya 

3) balig 

4) Bijaksana dalam bertindak 

b. Bukan orang yang murtad. Syarat tersebut ditetapkan oleh ulama 

Hanafiyah. 

c. Mauquf bih (barang yang diwakafkan) 

1) Harta yang mempunyai nilai manfaat 

2) Barang/hart tersebut harus diketahui secara pasti ketika terjadinya 

proses wakaf 

3) Harta tersebut adalah milik sempurna si wakif 

4) Barang ghasab tidak sah untuk diwakafkan 

5) Harta tersebut adalah milik pribadi 

6) Barang terssebut harus dapat diambil manfaatnya secara lama 

tanpa merusak zatiyah barang. 

                                                           
37

 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, h. 10 
38

 Beni Ahmad Saebani, Dkk, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2011), h. 265 
39

 Rahmat Syafe’i, Fqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 43 
40

 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur. 9 
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d. Mauquf ‘alaih (orang yang menerima wakaf)
41

 

 

D. Macam-Macam dan Pengelolaan Aset Wakaf 

1. Macam-Macam Wakaf 

Adapun macam-macam wakaf berdasarkan cakupan tujuannya, 

yaitu: 

a. wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang 

tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakifatau bukan.
42

 Wakaf 

seperti ini disebut wakaf Dzurri.
43

 

b. wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama 

(keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf 

yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, 

jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan anak yatim.
44

 

c. wakaf gabungan, yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya 

diberikan khusus untuk anak dan keturunan wakif, serta selebihnya 

disalurkan untuk umum.
45

 

2. Pengelolaan Aset Wakaf 

Aspek penting lainnya adalah aspek pengelolaan, khususnya 

pengelolaan wakaf. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang 

diharapkan memberikan manfaat uasaha dikemudian hari
46

Pengelola 

                                                           
41

 Ibid, h. 270 
42

 Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , 

Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, Fiqih Wakaf, h. 14 
43

 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Cet. Ke-3, 

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 456 
44

 Ibid, h. 16 
45

 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, h. 14 
46

 https://id.m.wikipedia.org>wiki>aset, diakses pada 9 agustus pukul 22.16 
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wakaf disebut “nadzir. “Peran nadzir adalah yang menentukan, 

mengendalikan perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil guna.
47

 

Nadzir meliputi: 

a. Perseorangan; 

b. Organisasi; atau 

c. Badan hukum.
48

 

Melihat kepada persyaratan sebagaimana di atas, perlu 

ditingkatkan kemampuan nazhir seperti yang diungkap oleh Abdul Manan 

dalam Racmadi Usman sistem manajemen sumberdaya manusia agar 

mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pada semua 

tingkatan dalam mengelola harta wakaf.
49

 

Mewujudkan kinerja nazir yang profesional, maka ditetapkannya 

masa bakti nazhir: 

a. Masa bakti nazhir adalah 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali 

b. Pengangkatan kembali nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh BWI, apabila bersangkutan telah melakukan 

tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya.
50

 

Nazhir dalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan 

pengelolaan harta wakaf berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas 

pengelolaan dn pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak 

melebihi 10%. 

                                                           
47

 Abd. Shomad, Hukum Islam, h. 388 
48

 Ibid,. 
49

 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 

136 
50

 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, h. 25 
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Dalam pengelolaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana 

mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki 

otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadziran dan 

lembaga swadaya masyarakat ialah sebagai berikut: 

1) Mengimplementasikan undang-undang nomor 41 tahun 2004 

2) Membenahi kemampuan sumber daya manusia 

3) Mengamankan seluruh kekayaan wakaf baik pada tingkat daerah 

maupun pusat. 

4) Mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan 

pengelolaan harta wakaf.
51

 

 

Dalam penggunaan wakaf dapat terbagi menjadi dua macam yaitu: 

a. Wakaf langsung 

Wakaf langsung, yaitu wakaf yang memberi pelayanan langsung 

kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang 

disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan 

tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit 

secara cuma-cuma.
52

 

b. Wakaf produktif 

wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di 

bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Yang 

manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari 

keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan 

kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.
53

 

                                                           
51

 Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , 

Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, Fiqih Wakaf, h.108 
52

 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, h. 13 
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Bila dikelola secara produktif, wakaf  di Indonesia yang 

jumlahnya sangat besar tersebut bisa membantu menyelesaikan 

berbagai permasalahan bangsa seperti kemisknan, pendidikan, dan 

kesehatan. Menurut Suhairi wakaf  Berikut ini lokasi yang 

mempunyai potensi ekonomi tinggi, diantaranya: 

1) Kategori tanah : pedesaan 

Jenis lokasi tanah dan usaha 

a) Tanah persawahan (Pertanian Tambak ikan) 

b) Tanah perkebunan (perkebunan, home industri, tempat 

wisata) 

c) Tanah ladang atau padang rumput (palawija, real estatae, 

pertamanan, home industri) 

d) Tanah rawa (perikanan) 

e) Tanah perbukitan (tempat wisata, bangunan, hom industri, 

penyulingan air mineral) 

2) Kategori tanah : perkotaan 

Jenis lokasi tanah dan usaha 

a) Tanah pinggir jalan raya (perkantoran, pusat perbelanjaan, 

apartemen, penginapan, gedung) 

b) Tanah dekat jalan utama (perkantoran, pusat perbelanjaan, 

rumah sakit, rumah makan, sarana pendidikan, hotel, 

penginapan, gedung pertemuan, pom bensin, apotek, 

warnet, bengkel mobil). 

c) Dekat jalan tol (pom bensi, bengkel, rumah makan, outlet, 

warung, jasa foto copy) 

d) Tanah didekat/di dalam perumahan (sarana pendidikan, 

kliknik, apotek, outlet, warung, BMT) 

e) Tanah dekat pasar, terminal, stasiun, sekolah umum 

(pertokoan, rumah makan, bengkel, BMT/BPRS, warung, 

warnet, klinik, jasa penitipan) 

f) Dekat jalan utama (perkantoran, pusat perbelanjaan, 

rumah sakit, rumah makan, sarana pendidikan, hotel, 

penginapan, apartemen, gedung pertemuan, pom bensin, 

apotek, warnet, bengkel) 

g) Dekat jalan tol (pom bensin, bengkel, rumah makan, 

outlet) 
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3) Kategori tanah : pantai 

Jenis lokasi tanah dan usaha 

a) Pinggir laut (tamabk ikan, objek wisata, hasil kerajinan) 

b) Rawa bakau (pekebunan)
54
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 Ibid, h. 63 



 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Kata penelitian berasal dari bahasa inggris yakni dari kata 

re=kembali atau mengulangindan search=mencari. Dengan demikian 

serearch berarti mencari kembali atau brulang kali.
55

  

Dengan demikian  penelitian resaearh  adalah sautu proses atau 

kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis dan berencana, 

untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta 

menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu 

untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.
56

 

 

Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field risearh). 

“Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan 

atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi 

tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.
57

  

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga peneliti 

dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah 

dilakukan dan mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian. 

Uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa, penlitian ini 

mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis bagaimana 
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pengelolaan aset wakaf di Kota Metro Perspektif UU nomor 41 Tahun 

2004. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif  kualitatif, yaitu 

berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa hitungan dan angka-

angka, yaitu “ format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang 

timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu”.
58

 Penelitian yang 

bersifat deskriptif, bertujuan mengembangkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala.
59

 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa deskriptif 

kualitatif  merupakan penelitian yang dilakukan untuk  membuat gambaran 

pengelolaan aset wakaf  di Kota Metro Perspektif UU nomor 41 Tahun 

2004 secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau 

kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-

kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.  

B. Sumber Data  

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.
60

 Data merupakan 
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hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan 

untuk menyusun informasi. 

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian dimana subjek 

tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan, atau 

sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan 

beberapa sumber data primer, maupun sumber data skunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah “data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya
61

 dalam penelitian ini data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti jadi semua keterangan yang didapat dari hasil 

penelitian merupakan data yang pertama kalinya dicatat oleh peneliti
62

. 

Maka sumber data primer yang penelti peroleh dari sumber pertama yaitu 

staf bagian wakaf  Kementrian Agama Kota Metro, Kantor Urusan Agama 

dan sumber yang selanjutnya ialah sumber yang peneliti dapat dari 

lapangan langsung yakni wakaf yang berada pada kecamatan Metro Barat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-

sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, 

kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi 

dari berbagai instansi pemerintah.
63
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Dan sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari 

buku-buku yang membahas tentang wakaf dan ekonomi Islam yaitu Fikih 

Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan realibel, maka ada beberapa 

metode pengumpulan data yang peneliti pergunakan yaitu sebagai berikut: 

1.  Metode Interview  

Metode interview adalah metode suatu cara  pengambilan data 

secara langsung melalui wawancara terhadap objek penelitian. 

“Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan 

oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan di dalam setting 

alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah 

ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama di dalam 

proses memahami.
64

 

Jenis wawancara terdiri dari; 

a. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin) 

b. Wawancara terpimpin 

c. Wawancara bebas terpimpin
65

 

Sedangkan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

wawancara bebas terpimpin. Koentjaraningrat menjelaskan dalam 

bukunya bahwa wawancara bebas memiliki ciri “terdiri dari pertanyaan 
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yang tak mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada satu 

pokok tertentu
66

 sedangkan wawancara bebas memiliki ciri yaitu “tidak 

memiliki pusat , tetapi pertanyaan dapat beralih-alih dari satu pokok ke 

pokok yang lain, sedangkan data yang terkumpul dari suatu wawancara 

bersifat beraneka ragam.
67

 Dari penjelasan di atas metode interview yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang wakaf ialah, staf 

kementrian agama kota Metro, staaf KUA Metro Barat, dan nazir. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan 

data yang tersimpan di dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, 

cendera mata, laporan, artefak, dan foto.
68

 Sumber yang dijadikan alasan 

dari metode dokumentasi ini adalah berupa data-data pengelolaan wakaf  

Kota Metro. 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah diperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengelola 

data-data tersebut. “Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses 

mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara 

seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa 

menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.
69
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Kemudian untuk menganalisis data, peneliti ini menggunakan cara 

berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta 

yang khusus dan konkret, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau 

peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara 

generalisasi yang mempunyai sufat umum.
70
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Kementrian Agama Kota Metro 

Kota Metro merupakan salah satu dari 3 Kabupaten Kota yang 

dimekarkan dari Kabupaten Lampung Tengah di provinsi Lampung, 

berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 Tentang Pembentukan  

Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Way 

Kanan, dan Kotamadya   Metro.  

 Wilayah Kota Metro sebelumnya merupakan wilayah Kota 

Administratif  Metro sebagai Ibu kota Kabupaten Lampung Tengah yang 

meliputi wilayah Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Metro Bantul. 

Kemudian setelah resmi menjadi Kota Metro, pada tahun 2000 dimekarkan 

menjadi 5 Kecamatan definitif yaitu: KecamatanMetro Pusat, Kecamatan 

Metro Utara, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan 

kecamatan Metro Selatan.
71

 

Secara geografis wilayah Kota Metro berbatasan dengan: 

a. Sebelah Barat    : berbatasan dengan Kec. Trimurjo Lampung Tengah; 

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kec. Kibang Lampung Timur; 

c. Sebelah Timur   : berbatasan dengan Kec. Batanghari dan Pekalongan 

Lampung Timur; 
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d. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kec. Pekalongan Lampung Timur 

dan Kec.Punggur Lampung Tengah.
72

 

 Sejalan dengan Pemekaran wilayah Kota Metro sebagai 

Pemerintah Otonomi yang berdiri sendiri dan telah lepas dari Kabupaten 

Lampung  Tengah, maka Kemennterian Agama   pada tingkat Kabupaten 

dan Kota sebagai   pemerintah yang bersifat vertikal juga menyesuaikan. 

Kementerian Agama Kota Metro, yang dahulunya bernama (Departemen 

Agama Kota Metro) dibentuk berdasarkan KMA nomor: 30 tahun 2000, 

Tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Dumai, Metro, 

Cilegon, Depok, Banjarbaru, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten 

Way Kanan. 

  Kementerian  Agama  Kota Metro diresmikan  pada tanggal 5 

Agustus tahun 2000 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama 

Propinsi Lampung Bapak Drs.H. Azom Romly sekaligus melantik Bapak 

Drs. H. Azhari Muchtar sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kota 

Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 

Wh/1.b/Kp.07.6/20/2000 tanggal 19 juni 2000.
73

 

2. Visi, Misi pelayanan Kementrian Agama Kota Metro 

Kementerian Agama Kota Metro sebagai bagian tak terpisahkan dari 

unsur Kementerian Agama Pusat,  juga memilki tugas untuk mewujudkan 

visi Kementerian Agama yang berada di wilayah kerja Kota Metro.  
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Kementrian Agama Kota Metro memiliki visi “Terwujudnya 

Masyarakat Kota Metro yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, 

Sejahtera Lahir dan Batin”. Sedangkan misinya yaitu sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama; 

b. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama; 

c. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan; 

d. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji ; 

e. Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan 

Berwibawa.
74

 

3. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf di kelurahan Ganjar 

Agung dan kelurahan Mulyojati Metro Barat 

Berdasarkan data tanah wakaf di Kota Metro, diketahui jumlah 

tanah “wakaf di Metro barat ialah sebanyak 77 harta wakaf adapun 

penggunaan wakaf tersebut adalah sebagai berikut
75

: 

a. 9 langgar 

b. 31 masjid 

c. 4 madrasah 

d. 4 calon madrasah 

e. 3 pondok pesantren 

f. 11 mushala 

g. 2 TPA  

h. 1 Panti 

i. 4 yayasan muhammadiyah 

j. 5 rumah ibadah
76

 

 

Selanjutnya pengelolaan dikelola oleh nazhir dan ada pula yang 

dikelola oleh yayasan, dalam penelitian ini objek penelitian yang 

dilakukan peneliti di kecamatan Metro Barat yakni di Kelurahan Mulyojati 

dan Kelurahan Ganjaragung. Objek penelitian dilakukan di Metro Barat 
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maka untuk memperoleh data dan informasi yang akurat peneliti 

menggunakan Kantor Urusan Agama kecamatan Metro Barat dan 

pengelola wakaf sebagai informan. 

KUA Metro Barat didirikan pada tahun 1988 dan dari tahun 1988 

sampai tahun 2000 KUA Kecamatan Metro Barat masih bernama KUA 

Bantul yang masih berada di dalam wilayah Lampung Tengah dengan 

Kepala KUA yang pertama adalah Ridwan, BA. KUA Kecamatan Metro 

Barat merupakan salah satu dari lima kecamatan kota Metro sejak tahun 

2000. KUA Kecamatan Metro Barat saat berdiri hingga sekarang 

beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, 16c Mulyojati,dengan luas wilayah 

11,28M
2.77 

Dari awal terbentuk KUA Metro Barat memiliki wilayah 

administratif yaitu Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Mulyosari, Kelurahan 

Ganjar Asri dan Kelurahan Ganjar Agung.
78

 Kantor Urusan Agama Metro 

Barat saat ini diketuai oleh Andi Yunizar, S.Ag yang sebelumnya diketuai 

oleh Drs.Ahmad Subandi sejak bulan januari 2017. 
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Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Metro Barat sebagai 

berikut : 79 

Nama Jabatan 

Andi Yunizar, S.Ag 

NIP. 19710615200212 1003 

Kepala 

Windarti  

NIP. 196712211993032002 

Administrasi 

Fajar Arufah  

NIP.198110092003121002 

Ketatausahaan Dan Kerumah 

Tanggaan 

 

Sumber: Staf Administrasi Ibu Windarti 

Aset wakaf di Metro Barat yang telah dikelola adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengelolaan aset wakaf produktif di Kelurahan Ganjaragung 

Kecamatan Metro Barat  

Yayasan Nurul Huda Ganjaragung kota Metro merupakan 

yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf dan tanah wakaf tersebut 

bermaksud wakaf produktif. Di katakan produktif karena yayasan ini 

tidak hanya masjidnya digunakan untuk beribadah semata melainkan 

digunakan untuk menjalin usaha kerja sama (usaha), pertemuan dan 

juga tempat pendidikan. Yayasan ini didirikan oleh masyarakat, dan 
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wakaf yang dikelola merupakan wakaf pribadi dari masyarakat 

setempat.
80

 

Tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan nurul huda sampai 

dengan tahun 2014 yang sudah disertifikatkan seluas 32.464 m
2 

dari 

jumlah tanah wakaf tersebut, berupa 15.184 m
2 

berupa tanah 

pekakarangan dan 17.280 berupa tanah persawahan. Tanah wakaf 

berupa tanah pekarangan di atasnya dibangun tempat ibadah seperti 

masjid dan mushala, makam, dan pada tahun 2016 didirikan sebuah 

madrasah  yang pada mulanya hanya sekolah diniyah.
81

 

Sejumlah tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan Nurul Huda 

tersebut secara keseluruhan telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kota Metro. Sejak awal pengelolaan wakaf produktif 

di yayasan Nurul Huda ditunjukkan untuk kemandirian ekonomi dan 

pendidikan. Diharapkan nantinya hasil dari wakaf produktif dapat 

menunjang perekonomian masyarakat dan dapat menunjang 

pendidikan agama bagi anak-anak.
82

 

UU Nomor 41 tahun 2004 pasal 5 tentang wakaf menjelaskan 

tentang fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi serta manfaat 

ekonomi harta tersebut. Terlihat jelas bahwa hendaknya wakaf harus 

diproduksikan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan 

rakyat umum. yayasan Nurul Huda berhasil mensubsidi kebutuhan 
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dan pembangunan dari hasil harta wakaf, infak, dan sedekah dari para 

jama’ah tersebut.  

Yayasan memberikan sawah untuk digarap oleh delapan 

keluarga yang bertempat tinggal di ganjaragung kota metro. Sawah 

yang dikelola oleh yayasan kemudian diberikan kepada masyarakat 

penggarap yang kemudian hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya 

pupuk dan obat-obatan (sistem pola bagi hasil) yaitu 50% untuk 

penggarap dan 50% untuk yayasan apabila panen. Dalam upaya 

pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf, yayasan bekerjasama 

dengan tokoh masyarakat melakukan monitoring dan juga sosialisasi 

kepada para petani/penggarap dan hasil panennya cukup maksimal.
83

 

Yayasan nurul huda juga memberikan kesempatan kepada 

masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Mereka direkrut untuk 

dipekerjakan dalam hal membantu membersihkan yayasan, terdiri dari 

5 orang pekerja yang bertempat tinggal di sekitar yayasan, honor 

ataupun gaji yang diterima setiap seminggu sekali yaitu setiap hari 

jum’at, berjumlah Rp 50.000/orang. Dana tersebut diperoleh dari infak 

masjid, dimana setiap minggunya infaq masjid nurul huda kurang 

lebih mencapai Rp 4.000.000. 

Tanah wakaf tersebut sudah dapat dikatakan produktif karena 

sudah dimanfaatkan, bukan hanya sebagai tempat ibadah juga sebagai 

sarana pendidikan dan bermuamalah. Kemudian hasil wakaf dan infak 
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yayasan nurul huda, tidak hanya digunakan untuk pembangunan juga 

memberikan santunan juga sembako kepada yang membutuhkan dan 

telah memberikan lapangan pekerjaan bagi yang mebutuhkan.  

b. Pengelolaan aset wakaf konsumtif di kelurahan Mulyo Jati Kecamatan 

Metro Barat 

Masjid Baiturrahman 1 yang berdiri di atas Tanah wakaf di 

kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan tanah tersebut 

termasuk wakaf konsumtif. Dikatakan konsumtif karena masjid ini 

berdiri hanya dikelola  tidak melakukan kegiatan produksi. Masjid 

baiturrahman merupakan masjid yang berdiri dilahan seluas 1.270M
2 

berupa pekarangan yang telah diwakafkan oleh bapak Abdurrahman 

dan dikelola oleh bapak Zaenal Abidin seabagi nazhir. Masjid ini 

dibangun sejak tahun 1957, kemudian masjid ini diperbaiki pada tahun 

2010.
84

  

Sejak awal pengelolaan tanah wakaf Baiturrahman 1 ditujukan 

untuk dikelola secara tradisional. Jadi dana yang diperoleh untuk 

kemakmuran majid saja.
85

 Dalam upaya pengembangan harta wakaf 

secara konsumtif peran nazhir sudah cukup baik. Akan tetap jika 

peran nazhir mampu mengelola dan mengembangkan harta benda 

wakaf menjadi produktif akan semakin baik dan lebih bermanfaat 

untuk pemberdayaan ekonomi umat.  
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 Masyrakat juga berperan dalam pembangunan masjid ini 

karena dana yang diperoleh masjid berasal dari bantuan swadaya 

masyarakat. Selain digunakan untuk beribadah masjid ini digunakan 

untuk pertemuan dan juga tempat pendidikkan. Inti dibangunnya 

masjid adalah untuk memakmurkannya, karena selain digunakan 

untuk sholat 5 (lima) waktu, masjid juga idealnya untuk berbagai 

kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan untuk memakmurkan masjid 

Baiturrahman 1 telah diprogramkan maupun insidentil adalah sebagai 

berikut: 

a) Shalat 5 (lima) waktu 

Fungsi masjid paling utama adalah untuk sholat, sesuai arti dari 

masjid itu sendiri. masjid baiturrahman 1 telah menetapkan imam 

untuk shalat 5 waktu dalam bentuk jadwal. Imam-imamnya dalah 

sebagai berikut: 

1) Warsikan, S.Pd 

2) Rahmansyah 

3) Tri Haryono 

4) Dwi Nurwiyanto 

b) Pengajian mingguan 

Pengajian rutin mingguan yang dilaksanakan di masjid 

baiturrahman dan bergilir dari rumah ke rumah setiap har senin 

untuk ibu-ibu dan hari kamis untuk bapak-bapak. 
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c) Amil zakat 

Untuk pelaksanaan zakat fitrah maupun zakat maal selama 

dilaksanakan berkoordinasi dan pengambilan maupun 

pendistribusian  zakat mal dan zakat fitrah menggunakan subsidi 

silang untuk warga sekitar sehingga ada perbegaan yang diterima. 

d) Panitia kurban  

Untuk pembagian kurban baik sapi maupun kambing ada 

prinsipnya polanya sama dengan pembagian zakat fitrah. 

Pelaksanaan semacam ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun. 

e) Pemeliharaan masjid 

Membersihkan masjid secara rutin/harian sarana dan prasarana 

masjid juga dibersihkan secara  mingguan. 

Adapun susunan pengurus tanah wakaf masjid Baiturrahman 1, 

yang dilakukan nazhir adalah seabagai berikut
86

: 

1) Ketua   : Hj. Agustono 

2) Sekretaris  : Margono 

3) Bendahara  : Suratno 

4) Bidang PHBI  : Heriyanto 

5) Penasehat   :Sukerno (Ketua Rw 04) 

6) Bidang Zis  : Warsikan 

7) Humas  : Purwanto 

8) Engurus Harian : Suratmen Dan Mujiono 
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B. Harta Wakaf  Kementrian Agama Kota Metro 

Wakaf telah dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak 

masuknya ajaran Islam di Indonesia. Hal tersebut cukup beralasan, di 

mana umat Islam menjalankan ajaran agamanya membutuhkan tempat 

peribadatan berupa mushalla atau masjid.   

Pengelolaan aset wakaf peran  nazir dan masyarakat sangat penting dalam 

pengembangan harta wakaf. Harta adalah kekayaan yang dimiliki dalam 

berbagai bentuk yang terlihat secara fisik atau secara mudah dapat ditukar 

atau diuangkan tanpa melakukan pengelompokan tertentu.
87

 Berkaitan 

dengan harta wakaf di kota metro khususnya untuk metro barat seluas 

256243,24 M
2
. 

Jika nazir mampu mengelola dan mengembangkan harta benda 

wakaf, maka bisa dipastikan bahwa harta benda wakaf makin lama 

bertambah produktif dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat. 

1. Aset Wakaf Kota Metro 

 Dari data yang diperoleh, kota Metro memiliki lima kecamatan 

yakni kecamataan Metro Pusat, kecamatan Metro Barat, kecamatan Metro 

Timur, kecamatan Metro Utara, dan kecamatan Metro Selatan. Meneurut 

laporan yang diperoleh Pengembangan wakaf dari setiap kecamatan lebih 

cenderung sama, wakaf digunakan sebagai tempat ibadah seperti masjid 

dan mushala. 
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Dari data yang telah masuk di Kementrian Agama Kota Metro 

hingga saat ini belum ada laporan bahwa adanya pendaftaran wakaf  

sebagai wakaf produktif, akan tetapi  yang ada hanya wakaf konsumtif. 

Namun pelaksanaanya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004.
88

 Adapun  wakaf yang telah dikelola dari beberapa 

kecamatan ialah sebagai berikut: 

1. Kecamatan Metro Barat 77 aset wakaf 

2. Kecamatan Metro Timur 27 aset wakaf 

3. Kecamatan Metro Selatan 32 aset wakaf 

4. Kecamatan Metro Utara 69 aset wakaf
89

 

  Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui aset tanah wakaf 

di Kota Metro. Berkaitan dengan pengelolaan aset-aset wakaf tersebut, 

menurut sofyan pengelolaannya masih sebatas wakaf kosumtif.
90

 Dimana 

lahan berupa tanah di kelola sebagai tempat ibadah, makam, panti, dan lain 

sebagainya.  

Akan tetapi ada beberapa pengelolaan wakaf sudah dilakukan 

secara produktif.  Dari data di atas peneliti mengambil salah satu wakaf 

yaitu Yayasan Nurul Huda yang berada di Kelurahan Ganjar Agung 

sebagai contoh wakaf yang sudah produktif. Dan wakaf Masjid 

Baiturrahman 1 yang berada di kelurahan mulyojati contoh sebagai wakaf 

yang masih konsumtif. 
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2. Pengelolaan aset wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan UU 

Nomor 41 Tahun 2004. Menjelaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan 

mengenbangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi, dan 

peruntukkannya. Untuk itu sudah waktunya mengkaji , menganalisis,  dan 

menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf 

secara berkesinambungan agar harta wakaf bisa menjadikan alternatif 

nyata dalam pemberdayaan ekonomi. 

 Tidak semua harta benda wakaf harus diberdayakan secara 

produktif, tergantung situasi dan kondisi yang ada. Namun menurut 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa harta benda 

wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum.
91

 

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf, dituntut kemampuan kerja 

karena untuk mewujudkannya, terutama dalam upaya merubah paradigma 

terhadap pengelolaan harta wakaf, persamaan persepsi dan cara pandang 

terhadap pegembangan dan pemberdayaan wakaf produktif sangat penting 

agar tumbuhnya dukungan masyarakat guna terwujudnya perekonomian 

masyarakat yang kuat dan sejahtera. 

Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk usaha yang yang 

dapat menghsilkan keuntungan baik melalui produk, barang atau jasa.  
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3. Pelaksanaan pengelolaan harta wakaf  

Dengan bertitik tolak dari nilai strategis, wakaf maka 

membicarakan wakaf adalah sama dengan upaya mencari terobosan 

peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat. Melihat 

pentingnya peran nazhir, maka sebaiknya untuk mengembangkan sumber 

daya manusia nazhir menjadi prioritas.  

Pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif oleh yayasan Nurul 

Huda Ganjaragung kota Metro telah memberikan sumbangan untuk 

meningkatkan kesejahteraan umat terutama bagi kemandirian ekonomi dan 

pendidikan sebagaimana tujuan atau peruntukan wakaf produktif ini sejak 

awal. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan harta wakaf khusunya di 

kota Metro, telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004. 

Apabila dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 merupakan 

fase dimana perwakafan di Indonesia beralih kepada wakaf yang 

produktif. Seperti yang sudah dilakukan oleh yayasan Nurul Huda 

mengelola harta wakaf secara produktif tetapi dengan syarat menggunakan 

prinsip syariah.
92

 Langkah yang perlu nazhir lakukan untuk mengelola 

wakaf agar produktif ialah melakukan perencanaan seperti: 

a. Mendirikan atau membentuk badan usaha 

b. Mempersiapkan kegiatan usaha 

c. Merencanakan kegiatan usaha. 
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Berkaitan dengan pelaksanakan hal ini telah di atur dalam Undang-

Undang nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 

2004 tentang wakaf. 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian tentang Pengelolaan Aset Wakaf Di Kota Metro Perspektif 

UU Nomor 41 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan aset 

wakaf di Kota Metro sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dari 

pengelolaan produktif maupun konsumtif  pengelolaannya sudah sesuai 

dengan UU nomor 41 Tahun 2004. Kantor Urusan Agama serta pengelola 

wakaf sebagai Informan utama dalam pengelolaan wakaf sangat berperan 

penting karena mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

kantor Kementrian Agama  di wilayah kecamatan.  

Tanah wakaf yang ada di beberapa Kecamatan Kota Metro  cukup 

potensial peneliti menggunakan objek penelitian tanah wakaf yang berada di 

Kelurahan Mulyojati dan kelurahan Ganjaragung Metro Barat. Masjid 

Baiturrahman 1 merupakan salah satu contoh pengelolaan aset wakaf yang 

berupa wakaf konsumtif dan yayasan Nurul Huda pengelola wakaf yang 

berada di kelurahan Ganjaragung merupakan contoh dari wakaf produktif. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menyarankan Pengelolaan tanah wakaf di kota Metro sudah sesuai 

dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 akan tetapi masih banyak masyarakat 

yang awam mengenai adanya wakaf produktif. Maka perlu sosialisasi, hal ini 

sangat perlu karena mengingat potensi wakaf produktif sangat besar. Jika 



45 
 

 
 

tidak tersosialisasi secara maksimal kepada umat Islam, maka dalam 

implementasinya tidak terlaksana secara maksimal. 

Khususnya untuk Kantor urusan agama kecamatan Metro Selatan perlu 

adanya sosialisai dengan masyarakat mengenai wakaf baik wakaf produktif, 

maupun wakaf uang sesuai dalam UU nomor 41 Tahun 2004, mengingat 

jumlah wakaf di Metro Selatan dan peruntukannya sangat sedikit dan 

pengelolaannya secara konsumtif. 
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